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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-

Nya, sehingga penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2026 dapat diselesaikan tepat waktu. 

Penyusunan Perjanjian Kinerja ini merupakan amanat Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo 

Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang 

memuat sasaran strategis, indikator kinerja, serta target kinerja yang akan 

dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh 

penganggaran. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari implementasi 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wajo 

Tahun 2025–2029 dan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan 

penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. 

Keberhasilan pelaksanaan Perjanjian Kinerja ini memerlukan 

komitmen dan kerja sama seluruh unit kerja dalam lingkup Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo agar target kinerja yang telah 

ditetapkan dapat dicapai secara optimal. Perjanjian Kinerja ini juga menjadi 

pedoman pelaksanaan tugas dan dasar pertanggungjawaban kinerja Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2026. 

Akhir kata, disadari bahwa dokumen ini masih memiliki keterbatasan. 

Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan 

sebagai bahan penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga Allah 

SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam pelaksanaan 

seluruh komitmen kinerja yang telah ditetapkan. 

 

Sengkang, 5 Januari 2026 
Kepala Dinas, 

 
 

 
Drs. H. ALAMSYAH, M.Si. 

Pangkat : Pembina Utama Muda 
NIP. 197112261992031006 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik                

(good governance) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah 

Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Penyelenggaraan otonomi daerah tersebut diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, 

peningkatan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing 

daerah dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, 

keadilan, dan kekhususan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Sejalan dengan hal tersebut, penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dituntut untuk dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, 

dan akuntabel. Untuk itu, hubungan antar susunan pemerintahan dan 

antar pemerintahan daerah perlu dikelola secara harmonis dengan 

memperhatikan potensi daerah, tantangan pembangunan, serta 

dinamika dan persaingan global yang semakin kompleks. Pemberian 

kewenangan yang luas kepada daerah harus diimbangi dengan 

pemenuhan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan yang berorientasi pada hasil (outcome oriented). 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa perencanaan 

pembangunan diselenggarakan secara demokratis dengan prinsip 

kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 

serta kemandirian, dengan menjaga keseimbangan antara kemajuan 

dan kesatuan nasional. Perencanaan pembangunan disusun secara 
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sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap 

perubahan. Ketentuan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

86 Tahun 2017 yang mengatur pelaksanaan perencanaan 

pembangunan daerah secara terintegrasi. 

Dalam rangka menjamin keterpaduan antara perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, Pemerintah menetapkan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. SAKIP merupakan 

suatu rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur 

yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran kinerja, 

pengumpulan data, pengolahan, pengikhtisaran, serta pelaporan 

kinerja instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan 

peningkatan kinerja secara berkelanjutan. 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor                       

29 Tahun 2014, penyelenggaraan SAKIP meliputi perencanaan kinerja, 

pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian 

kinerja. Salah satu instrumen utama dalam perencanaan kinerja 

adalah Perjanjian Kinerja, yang sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 

(2), disusun dengan mencantumkan indikator kinerja dan target 

kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi prinsip spesifik 

(specific), terukur (measurable), dapat dicapai (attainable), memiliki 

batas waktu (time bound), serta dapat dipantau dan ditelusuri 

(trackable). 

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah merupakan dokumen yang memuat penugasan dari 

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang 
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lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai 

dengan indikator kinerja dan target kinerja tertentu. Melalui Perjanjian 

Kinerja, terbangun komitmen kinerja yang terukur antara pemberi dan 

penerima amanah berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan, serta 

sumber daya yang tersedia. 

Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tidak hanya 

mencakup hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, tetapi juga 

mencerminkan capaian hasil (outcome) dari pelaksanaan program dan 

kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, Perjanjian 

Kinerja menjadi instrumen penting dalam menjamin kesinambungan 

kinerja dan konsistensi pencapaian sasaran strategis pembangunan 

daerah dari tahun ke tahun. 

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Wajo sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki 

peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia dan 

pelestarian kebudayaan daerah, wajib menyusun Perjanjian Kinerja 

sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada Kepala Daerah. 

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo 

Tahun 2026 disusun sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan 

yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan pendidikan dan 

kebudayaan daerah, sekaligus sebagai pedoman dalam pengukuran 

dan evaluasi kinerja pada akhir tahun anggaran. 

 

1.2 DASAR HUKUM 

Landasan hukum penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2026 meliputi: 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Sulawesi; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2019; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data 

Indonesia; 

12. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata 

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 
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17. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 

Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo 

Tahun 2024 Nomor 6) 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2024 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Wajo Tahun 2025–2045; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2025 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Wajo Tahun 2025–2029; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2025 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 

(Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 171); 

21. Peraturan Bupati Wajo Nomor 162 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayanaan Kabupaten Wajo 

(Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 162) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo 

Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo 

Tahun 2023 Nomor 12);  

22. Peraturan Bupati Wajo Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 

(Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 Nomor 43); dan 
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23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026                        

Nomor DPA/A.1/1.01.2.22.0.00.02.0000/001/2026. 

 

1.3 TUJUAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA 

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Wajo bertujuan untuk: 

1. Mewujudkan komitmen kinerja antara pemberi amanah dan 

penerima amanah dalam rangka meningkatkan integritas, 

akuntabilitas, transparansi, serta kinerja aparatur Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo; 

2. Menetapkan tolok ukur kinerja yang jelas, terukur, dan dapat 

dipertanggungjawabkan sebagai dasar dalam pengukuran dan 

evaluasi kinerja aparatur; 

3. Menjadi dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan dalam 

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta sebagai dasar 

dalam pemberian penghargaan dan penerapan sanksi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

4. Menjadi instrumen bagi pemberi amanah dalam melakukan 

monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap perkembangan dan 

capaian kinerja penerima amanah secara berkelanjutan; 

5. Menjadi dasar penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), sehingga 

terwujud keterpaduan antara kinerja organisasi dan kinerja 

individu aparatur. 
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1.4 GAMBARAN UMUM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

1.4.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan pembentukan organisasi 

perangkat daerah yang memiliki kedudukan, susunan organisasi, 

tugas dan fungsi, serta tata kerja yang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan 

Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Wajo 

menetapkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 12 Tahun 2023 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 162 Tahun 2021 

mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan ini disusun 

sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan dinamika 

penyelenggaraan pemerintahan, penyederhanaan struktur organisasi, 

dan optimalisasi pelaksanaan tugas perangkat daerah dalam rangka 

peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan dan 

kebudayaan. 

 

1.4.2 Kondisi Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Tiap Jabatan 

Struktural dan Jabatan Fungsional 

1. Kepala Dinas 

a. Tugas 

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati 

dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

pendidikan dan bidang kebudayaan yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang 
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ditugaskan kepada pemerintah daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Fungsi 

1) perumusan kebijakan bidang pendidikan dan bidang 

kebudayaan; 

2) pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan dan 

bidang kebudayaan; 

3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kebijakan bidang pendidikan dan bidang 

kebudayaan; 

4) pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan; dan 

5) pelaksanaan fungsi lain terhadap Kepala Dinas yang 

diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan 

sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya. 

c. Tugas Pokok 

1) merumuskan program kerja kesekretariatan, 

bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan non formal, bidang pembinaan sekolah 

dasar, bidang pembinaan sekolah menengah 

pertama, bidang kebudayaan, bidang pembinaan 

ketenagaan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan bidang tugasnya agar 

pelaksanaan program kerja lebih optimal; 

2) menyusun kebijakan bidang pembinaan 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan non 

formal, bidang pembinaan sekolah dasar, bidang 

pembinaan sekolah menengah. pertama, bidang 

kebudayaan, bidang pembinaan. ketenagaan sesuai 

dengan ketentuan peraturan. perundang-

undangan; 

3) merumuskan sasaran dalam bidang pembinaan 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan non 
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formal, bidang pembinaan sekolah dasar, bidang 

pembinaan sekolah menengah pertama, bidang 

kebudayaan, bidang pembinaan ketenagaan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

4) mengendalikan pelaksanaan kebijakan bidang 

pembinaan pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan non formal, bidang pembinaan sekolah 

dasar, bidang pembinaan sekolah menengah 

pertama, bidang kebudayaan, bidang pembinaan 

ketenagaan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, 

5) mengoordinasikan pelaksanaan kebijakaan bidang 

pembinaan pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan non formal, bidang pembinaan sekolah 

dasar, bidang pembinaan sekolah menengah 

pertama, bidang kebudayaan, bidang pembinaan 

ketenagaan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

6) membina pelaksanaan kebijakan bidang 

pembinaan pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan non formal, bidang pembinaan sekolah 

dasar, bidang pembinaan. sekolah menengah 

pertama, bidang kebudayaan, bidang pembinaan 

ketenagaan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

7) mengarahkan pelaksanaan kebijakan bidang 

pembinaan pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan non formal, bidang pembinaan sekolah 

dasar, bidang pembinaan sekolah menengah 

pertama, bidang kebudayaan, bidang pembinaan 

ketenagaan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 
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8) melaksanakan aktivitas kerja bidang pembinaan 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan non 

formal, bidang pembinaan sekolah dasar, bidang 

pembinaan sekolah menengah pertama, bidang 

kebudayaan, bidang pembinaan ketenagaan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

9) memantau, mengawasi dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas dalam lingkungan Disdikbud 

untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

tugas; 

10) mengoordinasikan pelaksanaan tugas 

kesekretariatan, bidang pembinaan pendidikan 

anak usia dini dan pendidikan non formal, bidang 

pembinaan sekolah dasar, bidang pembinaan 

sekolah menengah pertama, bidang kebudayaan, 

bidang pembinaan ketenagaan; 

11) melaporkan pelaksanaan kebijakan bidang 

pembinaan pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan non formal, bidang pembinaan sekolah 

dasar, bidang pembinaan sekolah menengah 

pertama, bidang kebudayaan, bidang pembinaan 

ketenagaan kepada atasan; dan 

12) melaksanakan tugas kedinasan lainnya. yang 

diperintahkan atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

2. Sekretaris 

a. Tugas 

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang 

mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis, 

administratif dan koordinasi pelaksanaan tugas bagian 

keuangan dan barang milik daerah, umum dan 
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kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta 

memberikan pelayanan administrasi kepada semua 

unit di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 

b. Fungsi 

1) Penyusunan kebijakan teknis administrasi umum 

dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan 

administrasi keuangan dan barang milik daerah, 

serta 

2) penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;  

3) pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, 

pengawasan program dan kegiatan subbagian; dan  

4) penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan 

subbagian. 

c. Tugas Pokok 

1) Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, 

rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang 

pendidikan anak usia dini dan nonformal, sekolah 

dasar, sekolah menengah pertama dan kebudayaan 

serta pembinaan ketenagaan; 

2) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi di 

bidang pendidikan anak usia dini dan nonformal, 

sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan 

kebudayaan serta pembinaan ketenagaan; 

3) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kerja sama 

di bidang pendidikan anak usia dini dan nonformal, 

sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan 

kebudayaan serta pembinaan ketenagaan; 

4) Mengkoordinasikan pengelolaan dan laporan 

keuangan di lingkungan dinas pendidikan dan 

kebudayaan; 

5) Melaksanakan penyusunan bahan rancangan 

peraturan perundang- undangan dan fasilitasi 

bantuan hukum di bidang pendidikan anak usia 
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dini dan nonformal, sekolah dasar, sekolah 

menengah pertama dan kebudayaan serta 

pembinaan ketenagaan; 

6) Mengkoordinasikan dan menyusun perencanaan 

program kerja, anggaran dan pelaporan di 

lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan 

7) Mengkoordinasikan dan menyusun bahan 

publikasi dan hubungan masyarakat dibidang 

pendidikan anak usia dini dan nonformal, sekolah 

dasar, sekolah menengah pertama dan kebudayaan 

serta pembinaan ketenagaan; 

8) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan 

kebijakan dibidang pendidikan anak usia dini dan 

nonformal, sekolah dasar, sekolah menengah 

pertama dan pembinaan ketenagaan serta 

kebudayaan; 

9) Melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan 

barang milik daerah dilingkungan dinas pendidikan 

dan kebudayaan; 

10) Melaksanakan urusan organisasi, tata laksana, 

administrasi kepegawaian, ketatausahaan, 

kerumah tanggaan dan perjalananan dinas serta 

keprotokolandi lingkungan dinas pendidikan dan 

kebudayaan; 

11) Menilai prestasi kerja kepala sub bagian sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengembangan karir; 

12) Memberikan saran dan pertimbangan teknis 

kepada atasan; 

13) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 

Sekretariat dan memberikan saran pertimbangan 

kepada atasan sebagai bahan perumusan 

kebijakan; 
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14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang 

diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

2.1 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 

a. Tugas 

Melaksanakan pelayanan urusan tata 

usaha, rumah tangga, pengelolaan 

administrasi kepegawaian serta memberikan 

pelayanan administrasi umum lainnya. 

b. Fungsi 

1) Merumuskan kebijakan teknis dan umum 

bidang kepegawaian; 

2) Pemberian dukungan atas 

penyelenggaraan urusan dibidang umum 

dan kepegawaian; 

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di 

bidang umum dan kepegawaian; dan 

4) Pelaksanaan tugas lain oleh sekertaris 

baik lisan maupun tulisan sesuai dengan 

kewenangan tugas dan fungsinya. 

c. Tugas Pokok 

1) Menyusun bahan rencana program kerja 

di sub bagian umum dan kepegawaian; 

2) Melaksanakan kegiatan sub bagian 

umum dan kepegawaian berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang 

berlaku agar tugas dapat terlaksana 

secara efektif dan efisien; 

3) Melaksanakan urusan ketatausahaan, 

kerumahtanggaan, organisasi, 

ketatalaksanaan, perjalanan dinas dan 

keprotokolan; 
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4) Menyusun bahan rancangan peraturan 

perundang-undangan dengan fasilitasi 

bantuan hukum; 

5) Melaksanakan pengelolaan bahan dan 

data kepegawaian yang meliputi 

pengangkatan, pemberhentian, kenaikan 

pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, 

cuti, izin/tugas belajar, mutasi, kartu 

pegawai, karsu/karis, taspen, 

penyelesaian angka kredit jabatan 

fungsional dan pemberian penghargaan di 

lingkungan dinas pendidikan dan 

kebudayaan; 

6) Melaksanakan koordinasi dan 

penyusunan bahan kerja sama, publikasi, 

dan hubungan masyarakat dibidang 

pengelolaan pendidikan anak usia dini, 

pendidikan dasar, pendidikan menengah 

pertama, pendidikan nonformal, dan 

kebudayaan; 

7) Melaksanakan peningkatan disiplin 

pegawai dan pengembangan kinerja 

pegawai; 

8) Melaksanakan koordinasi dengan unit 

kerja terkait sesuai dengan bidang tugas 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

9) Mendistribusikan dan memberi petunjuk 

kepada bawahan sesuai bidang tugas; 

10) Menilai prestasi kerja bawahan sebagai 

bahan pembinaan dan pengembangan 

karir; 
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11) Memantau dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas sub bagian umum dan 

kepegawaian 

12) Menyusun laporan sub bagian umum dan 

kepegawaian sebagai pertanggung 

jawaban pelaksanaan tugas; 

13) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya 

yang diberikan oleh atasan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

2.2 Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan 

a. Tugas 

Melaksanakan pengumpulan, 

pengolahan dan penyajian data, penyusunan 

rencana dan program pembangunan bidang 

pendidikan dan kebudayaan serta evaluasi 

dan penyusunan laporan kegiatan capaian 

kinerja. 

b. Fungsi 

1) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring 

dan penyusunan rencana program kerja, 

rencana anggaran; 

2) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring 

dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; 

3) Penyiapan bahan dan penyusunan 

laporan kinerja kegiatan sub bagian 

perencanaan dan pelaporan; 

4) Penyiapan bahan pengelolaan 

data dan informasi sub bagian 

perencanaan dan pelaporan. 
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c. Tugas Pokok 

1) Menyusun bahan rencana program 

kerja, rencana anggaran di sub bagian 

perencanaan dan pelaporan; 

2) Menyiapkan bahan penyusunan 

rencana anggaran pendapatan dan 

belanja dinas pendidikan dan 

kebudayaan; 

3) Menyiapkan bahan penyusunan konsep 

rencana strategis Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan; 

4) Melaksanakan kegiatan sub bagian 

perencanaan dan pelaporan 

berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku agar tugas dapat 

terlaksana secara efektif dan efisien; 

5) Menyusun Rencana Kerja Anggaran 

(RKA) Pokok dan Perubahan di 

lingkungan Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan; 

6) Melaksanakan pengelolaan data dan 

informasi; 

7) Melaksanakan penyusunan laporan 

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan; 

8) Menyusun data pelaksanaan program 

dan kegiatan tahunan Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan; 

9) Melaksanakan koordinasi dengan unit 

kerja terkait sesuai dengan bidang tugas 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan 

tugas; 
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10) Memantau dan mengevaluasi

 pelaksanaan tugas sub bagian 

perencanaan dan pelaporan; 

11) Mendistribusikan dan memberi 

petunjuk kepada bawahan sesuai bidang 

tugas; 

12) Menyusun laporan sub bagian 

perencanaan dan  pelaporan sebagai 

pertanggung jawaban pelaksanaan 

tugas; 

13) Menilai prestasi kerja bawahan

 sebagai bahan pembinaan dan 

pengembangan karir; 

14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya 

yang diberikan oleh atasan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

2.3 Kepala Subbagian Keuangan 

a. Tugas 

Melaksanakan penyiapan bahan 

pembinaan, pemantauan, pengendalian dan 

koordinasi pengelolaan administrasi 

keuangan dan barang milik daerah. 

b. Fungsi 

1) Penyusunan rencana kegiatan sub bagian 

keuangan dan barang milik daerah. 

2) Pelaksanaan kebijakan sub 

bagiankeuangan dan barang milik 

daerah. 

3) Penyiapan bahan koordinasi dengan 

instansi terkait dalam rangka 
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pelaksanaan kegiatan sub bagian 

keuangan dan barang milik daerah. 

4) Pelaksanaan pembinaan secara intensif 

sub bagian keuangan dan barang milik 

daerah. 

c. Tugas Pokok 

1) Menyusun bahan program kerja di sub 

bagian keuangan dan barang milik 

daerah; 

2) Melaksanakan inventarisasi dan 

pengelolaan barang milik daerah; 

3) Melaksanakan kegiatan

 perbendaharaan, verifikasi dan

 pembukuan keuangan anggaran 

belanja langsung dan belanja tidak 

langsung; 

4) Menganalisis data bahan penyusunan 

anggaran keuangan; 

5) Menelaah laporan keuangan dan barang 

milik daerah; 

6) Menyusun pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan pengelolaan keuangan; 

7) Melaksanakan koordinasi dengan unit 

kerja terkait sesuai dengan bidang tugas 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

8) Memantau dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas sub bagian keuangan 

dan barang milik daerah; 

9) Mendistribusikan dan memberi petunjuk 

kepada bawahan sesuai bidang tugas; 
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10) Menilai prestasi kerja bawahan

 sebagai bahan pembinaan

 dan pengembangan karir; 

11) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya 

yang diberikan oleh atasan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak

 Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal  

a. Tugas 

Melaksanakan penyiapan perumusan, menyusun, 

mengkoordinasikan, monitoring, mengevaluasi dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan 

pendidikan anak usia dinidan pendidikan nonformal. 

b. Fungsi 

1) penyusunan kebijakan teknis bidang pembinaan 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan non 

formal; 

2) penyelenggaraan program dan kegiatan bidang 

pembinaan pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan non formal; 

3) pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, 

pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan 

pejabat non stuktural dalam lingkup bidang 

pembinaan pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan non formal;  

4) penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan 

kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam 

lingkup bidang pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan non formal. 

5) penyusunan rencana kegiatan seksi peserta didik 

dan pembangunan karakter, pelaksanaan 

kebijakan seksi peserta didik dan pembangunan 

karakter, 

6) penyiapan bahan koordinasi dengan instansi 

terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi 

peserta didik dan pembangunan karakter, dan 
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7) pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi 

peserta didik dan pembangunan karakter. 

c. Tugas Pokok 

1) Melaksanakan penyusunan bahan perumusandan 

koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana 

prasarana, serta peserta didik dan pembangunan 

karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan 

nonformal; 

2) Melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum dan 

penilaian, kelembagaan dan arana prasarana, serta 

peserta didik dan pembangunan karakter 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan 

nonformal; 

3) Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan 

local pendidikan nonformal; 

4) Melaksanakan penyusunan bahan penerbitan izin 

pendirian, penataan, dan penutupan satuan 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan 

nonformal; 

5) Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan 

pengembangan di bidang kurikulum danpenilaian, 

kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta 

didik dan pembangunan karakter pendidikan anak 

usia dini, dan pendidikan nonformal; dan 

pendidikan nonformal sesuai dengan kurikulum 

nasional 

6) Menetapkan kalender pendidikan serta petunjuk 

pelaksanaan belajar pendidikan anak usia dini 

7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerimaan 

murid baru dan penilaian hasil belajar peserta 

satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan 

nonformal; 

8) Memfasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan 

anak usia dini dan pendidikan nonformal; 

9) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di 

bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan 

sarana prasarana, serta peserta didik dan 

pembangunan karakter pendidikan anak usia dini 

dan pendidikan nonformal; 

10) Memberikan saran dan pertimbangan teknis 

kepada atasan; 
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11) Menilai prestasi kerja kepala seksi dilingkungan 

bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan nonformal sebagai bahan pembinaan 

dan pengembangan karir; 

12) Menyusun laporan di bidang kurikulum dan 

penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, 

serta peserta didik dan pembangunan karakter 

pendidikan anak usia dini dan pedidikan 

nonformal; 

13) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang 

diberikan oleh pimpinan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

3.1 Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian 

a. Tugas 

Melaksanakan penyusunan dan 

pengembangan kurikulum dan penilaian 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan 

nonformal. 

b. Fungsi 

1) Penyusunan rencana kegiatan seksi 

kurikulum dan penilaian; 

2) Pelaksanaan kebijakan seksi kurikulum 

dan penilaian; 

3) Penyiapan bahan koordinasi dengan 

instansi terkait dalam rangka 

pelaksanaan kegiatan seksi kurikulum 

dan penilaian; 

4) Pelaksanaan pembinaan secara intensif 

seksi kurikulum dan penilaian. 

c. Tugas Pokok 

1) Menyusun bahan perumusan, koordinasi 

pelaksanaan kebijakan kurikulum dan 

penilaian pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan nonformal; 

2) Melaksanakan penyusunan bahan 

penetapan kurikulum muatan lokal dan 

kriteria penilaian pendidikan nonformal; 

3) Melaksanakan penyusunan bahan 

pembinaan pelaksanaan kurikulum dan 

penilaian pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan nonformal; 
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4) Menetapkan kalender pendidikan serta 

petunjuk pelaksanaan belajar pendidikan 

anak usia dini dan pendidikan nonformal 

sesuai dengan kurikulum nasional; 

5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi 

penerimaan murid baru satuan 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan 

nonformal; 

6) Melaksanakan analisishasil belajar 

peserta pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan nonformal; 

7) Melaksanakan supervisi pengembangan 

kurikulum satuan pendidikan pada 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan 

nonformal; 

8) Memantau dan mengevaluasi 

pelaksanaan kurikulum dan penilaian 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan 

nonformal; 

9) Mendistribusikan dan memberi petunjuk 

kepada bawahan sesuai bidang tugas; 

10) Menilai prestasi kerja bawahan sebagai 

bahan pembinaan dan pengembangan 

karir; 

11) Menelaah laporan pengawas taman 

kanak-kanak dan penilik nonformal 

terkait kurikulum dan penilaian; 

12) Menyusun laporan seksi kurikulum dan 

penilaian pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan nonformal sebagai 

pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; 

13) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya 

yang diberikan oleh atasan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

3.2 Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana 

Prasarana 

a. Tugas pokok 

Menyusun pemberdayaan 

kelembagaan dan melaksanakan kegiatan 

pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan, 
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pengadaan sarana prasarana pendidikan 

anak usia dini dan pendidikan nonformal. 

b. Fungsi 

1) Penyusunan rencana kegiatan

 seksi kelembagaan dan sarana 

prasaranan; 

2) Pelaksanaan kebijakan seksi 

kelembagaan dan sarana prasarana; 

3) Penyiapan bahan koordinasi dengan 

instansi terkait dalam rangka 

pelaksanaan kegiatan seksi kelembagaan 

dan sarana prasarana; 

4) Pelaksanaan pembinaan secara intensif 

seksi kelembagaan dan sarana prasarana. 

c. Tugas Pokok 

1) Menyusun bahan perumusan, 

koordinasi pelaksanaan kebijakan 

kelembagaan dan sarana prasarana 

pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan nonformal; 

2) Melaksanakan penyusunan bahan 

pembinaan kelembagaan dan sarana 

prasarana pendidikan anak usia dini 

dan pendidikan nonformal; 

3) Menyusun bahan penerbitan izin 

pendirian, penataan dan penutupan 

satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Pendidikan Nonformal; 

4) Memfasilitasi pelaksanaan Akreditasi 

satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Pendidikan Nonformal; 

5) Menfasilitasi pemberian bantuan sarana 

prasarana satuan pendidikan anak usia 

dini dan pendidikan nonformal; 

6) Menfasilitasi pemberian bantuan sarana 

prasarana satuan pendidikan anak usia 

dini dan pendidikan nonformal; 

7) Memantau dan mengevaluasi 

pelaksanaan kelembagaan dan sarana 

prasarana pendidikan anak usia dini 

dan pendidikan nonformal; 
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8) Mendistribusikan dan memberi 

petunjuk kepada bawahan sesuai bidang 

tugas; 

9) Menilai prestasi kerja bawahan sebagai 

bahan pembinaan dan pengembangan 

karir; 

10) Menyusun laporan seksi kelembagaan 

dan sarana prasarana pendidikan anak 

usia dini dan pendidikan nonformal; 

11) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya 

yang diberikan oleh atasan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang 

berlaku 

 

4. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar 

a. Tugas 

Melaksanakan penyiapan perumusan, menyusun, 

mengkoordinasikan, monitoring, mengevaluasi dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah 

dasar. 

b. Fungsi 

1) Penyusunan kebijakan teknis bidang pembinaan 

sekolah dasar; 

2) Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang 

pembinaan sekolah dasar; 

3) Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, 

pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan 

pejabat non struktural dalam lingkup bidang 

pembinaan sekolah dasar; dan 

4) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan 

kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam 

lingkup bidang pembinaan sekolah. 

c. Tugas Pokok 

1) Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan 

koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana 

prasarana,serta peserta didik dan pembangunan 

karakter sekolah dasar; 

2) Melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum dan 

penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, 

serta peserta didik dan pembangunan karakter 

sekolah dasar; 



 

25 

 

3) Melaksanakan penyusunan bahan penetapan 

kurikulum muatan lokal sekolah dasar; 

4) Melaksanakan penyusunan bahan penerbitan izin 

pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar; 

5) Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan 

pengembangan di bidang kurikulum dan penilaian, 

kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta 

didik dan pembangunan karaktersekolah dasar; 

6) Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan 

bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam 

daerah kabupaten; 

7) Menetapkan kalender pendidikan serta petunjuk 

pelaksanaan belajar Sekolah Dasar; 

8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerimaan 

murid baru dan penilaian hasil belajar peserta didik 

satuan pendidikan Sekolah Dasar; 

9) Memfasilitasi pelaksanaan akreditasi dan 

pemberian bantuan sarana prasarana satuan 

pendidikan Sekolah Dasar; 

10) Memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan 

tugas di bidang kurikulum dan 

penilaian,kelembagaan dan sarana prasarana, 

serta peserta didik dan pembangunan karakter 

sekolah dasar; 

11) Memberikan saran dan pertimbangan teknis 

kepada atasan; 

12) Menilai prestasi kerja kepala seksi dilingkungan 

bidang pembinaan sekolah dasar sebagai bahan 

pembinaan dan pengembangan karir; 

13) Menyusun laporan dibidang kurikulum dan 

penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, 

serta peserta didik dan pembangunan karakter 

sekolah dasar; 

14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang 

diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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4.1   Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian 

a. Tugas 

Seksi kurikulum dan penilaian dipimpin 

oleh kepala seksi yang mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan dan pengembagan 

kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar. 

b. Tugas Pokok 

1) menyusun bahan perumusan, koordinasi 

pelaksanaan ebijakan kurikulum dan 

penilaian sekolah dasar, 

2) melaksanakan penyusunan bahan penetapan 

kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian 

sekolah dasar, 

3) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan 

pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah 

dasar, 

4) menetapkan kalender pendidikan serta 

petunjuk pelaksanaan belajar sekolah dasar, 

5) melaksanakan monitoring dan evaluasi 

penerimaan murid baru satuan pendidikan 

sekolah dasar, 

6) melaksanakan analisis hasil belajar peserta 

didik satuan pendidikan sekolah dasar, 

7) melaksanakan supervisi pengembangan 

kurikulum satuan pendidikan pada sekolah 

dasar, 

8) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan 

bahasa dan saatra daerah yang penuturnya 

dalam Daerah;  

9) memfasilitasi pelaksanaan akreditasi satuan 

pendidikan sekolah dasar, 

10) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan 

kurikulum dan penilaian sekolah dasar,  

11) mendistribusikan dan memberi petunjuk 

kepada bawahan sesuai bidang tugas; 

12) menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan 

pembinaan dan pengembangan karir; 

13) menelaah laporan pengawas sekolah dasar 

terkait kurikulum dan penilaian; 

14) menyusun laporan seksi kurikulum dan 

penilaian sekolah dasar, dan  
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15) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang 

diberikan oleh atasan sesuai dengan 

ketentuan peraturan. perundang-undangan. 

 

 

4.2 Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana 

a. Tugas 

Sekai kelembagaan dan sarana prasarana 

dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas 

menyusun pemberdayaan kelembagaan dan 

melaksanakan kegiatan pembangunan, 

rehabilitasi, pemeliharaan dan pengadaan sarana 

prasarana pendidikan Sekolah Dasar. 

b. Tugas Pokok 

1) menyusun bahan perumusan, koordinasi 

pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana 

dan prasarana sekolah dasar, 

2) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan 

kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah 

dasar, 

3) menyusun bahan penerbitan izin pendirian, 

penataan 

4) dan penutupan satuan pendidikan sekolah 

dasar, d. memfasilitasi pelaksanaan akreditasi 

satuan pendidikan. sekolah dasar; 

5) melaksanakan pemutakhiran data 

kelembagaan, sarana dan prasarana satuan 

pendidikan sekolah dasar, 

6) menfasilitasi pemberian bantuan sarana 

prasarana satuan pendidikan sekolah dasar; 

7) memantau dan mengevaluasi kelembagaan, 

sarana dan prasarana sekolah dasar, 

8) mendistribusikan dan memberi petunjuk 

kepada bawahan sesuai bidang tugas; 

9) menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan 

pembinaan dan pengembangan karir, 

10) menelaah laporan pengawas sekolah dasar 

terkait kelembagaan, sarana dan prasarana; 

11) menyusun laporan seksi kelembagaan dan 

sarana prasarana sekolah dasar, dan 
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12) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang 

diberikan. oleh atasan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

5 Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 

a. Tugas pokok 

Bidang pembinaan sekolah menengah pertama 

dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas 

melaksanakan. penyiapan perumusan, menyusun, 

mengoordinasikan, memonitoring, mengevaluasi dan 

pelaksanaan kebijakan serta melaksanakan 

pembinaan peserta didik dan pengembangan karakter 

peserta didik dibidang pembinaan sekolah menengah 

pertama. 

b. Fungsi 

1) penyusunan kebijakan teknis bidang pembinaan 

sekolah menengah pertama; 

2) penyelenggaraan program dan kegiatan bidang 

pembinaan sekolah menengah pertama; 

3) pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, 

pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan 

pejabat non struktural dalam lingkup bidang 

pembinaan sekolah menengah pertama; 

4) penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan 

kepala seksi dan pejabat non struktural dalam 

lingkup bidang pembinaan sekolah menengah 

pertama; 

5) penyusunan rencana kegiatan seksi peserta didik 

dan pembangunan karakter, 

6) pelaksanaan kebijakan seksi peserta didik dan 

pembangunan karakter, 

7) penyiapan bahan koordinasi dengan instansi 

terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi 

peserta didik dan pembangunan karakter, dan  

8) pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi 

peserta didik dan pembangunan karakter. 

c. Tugas Pokok 

1) melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan 

koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang 

kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana 
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prasarana, serta peserta didik dan pembangunan 

karakter sekolah menengah pertama; 

2) melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum dan 

penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, 

serta peserta didik dan pembangunan karakter 

sekolah menengah pertama; 

3) melaksanakan penyusunan bahan penetapan 

kurikulum muatan lokal sekolah menengah 

pertama; 

4) melaksanakan penyusunan bahan penerbitan izin 

pendirian, penataan, dan penutupan sekolah 

menengah pertama; 

5) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan 

pengembangan dibidang kurikulum dan penilaian, 

kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta 

didik dan pembangunan karakter sekolah 

menengah pertama; 

6) menetapkan kalender pendidikan serta petunjuk 

pelaksanaan belajar sekolah menengah pertama; 

7) melaksanakan monitoring dan evaluasi penerimaan 

murid baru dan penilaian hasil belajar peserta didik 

satuan pendidikan sekolah menengah pertama, 

8) memfasilitasi pelaksanaan akreditasi dan 

pemberian bantuan sarana prasarana satuan 

pendidikan sekolah menengah pertama: 

9) memfasilitasi pemberian bantuan sarana prasarana 

satuan pendidikan sekolah menengah pertama;  

10) memantau dan mengevaluasi dibidang kurikulum 

dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, 

serta peserta didik dan pembangunan karakter 

sekolah menengah pertama; 

11) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang 

diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan 

peraturan. perundang-undangan. 

 

5.1 Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian 

a. Tugas 

Seksi kurikulum dan penilaian dipimpin oleh 

kepala seksi yang mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan bahan perumusan 

dan pengembangan kurikulum dan penilaian 

sekolah menengah pertama. 
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b. Tugas Pokok 

1) menyusun bahan perumusan, koordinasi 

pelaksanaan kebijakan kurikulum dan 

penilaian sekolah menengah pertama: 

2) melaksanakan penyusunan bahan penetapan 

kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian 

sekolah menengah pertama; 

3) melaksanakan penyusunan pelaksanaan 

kurikulum bahan pembinaan dan penilaian 

sekolah menengah pertama, 

4) menetapkan kalender pendidikan serta 

petunjuk pelaksanaan belajar sekolah 

menengah pertama; 

5) melaksanakan monitoring dan evaluasi 

penerimaan murid baru satuan pendidikan 

sekolah menengah. pertama: 

6) melaksanakan analisis hasil belajar peserta 

didik satuan pendidikan sekolah menengah 

pertama; 

7) melaksanakan supervisi pengembangan 

kurikulum satuan pendidikan pada sekolah 

menengah pertama: 

8) memfasilitasi pelaksanaan akreditasi satuan 

pendidikan sekolah menengah pertama, 

9) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan 

kurikulum. dan penilaian sekolah menengah 

pertama;  

10) mendistribusikan dan memberi petunjuk 

kepada bawahan sesuai bidang tugas; 

11) menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan 

12) pembinaan dan pengembangan karir, 

13) menelaah laporan pengawas sekolah 

menengah pertama terkait kurikulum dan 

penilaian: 

14) menyusun laporan seksi kurikulum dan 

penilaian sekolah menengah pertama; dan 

15) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang 

diberikan oleh atasan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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5.2 Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana 

a. Tugas pokok 

Seksi kelembagaan dan sarana prasarana 

dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai 

tugas menyusun pemberdayaan kelembagaan 

dan melaksanakan kegiatan pembangunan, 

rehabilitasi, pemeliharaan, pengadaan sarana 

prasarana pendidikan sekolah menengah 

pertama. 

b. Tugas Pokok 

1) menyusun bahan perumusan, koordinasi 

pelaksanaan 

2) kebijakan kelembagaan dan sarana 

prasarana sekolah menengah pertama; 

3) melaksanakan penyusunan bahan 

pembinaan kelembagaan dan sarana 

prasarana sekolah menengah pertama; 

4) menyusun bahan penerbitan izin pendirian, 

penataan dan penutupan satuan pendidikan 

sekolah menengah pertama; 

5) memfasilitasi pelaksanaan akreditasi satuan 

pendidikan sekolah menengah pertama; 

6) melaksanakan pemutakhiran data sarana 

prasarana satuan pendidikan sel sekolah 

menengah pertama;  

7) menfasilitasi pemberian bantuan sarana 

prasarana satuan pendidikan sekolah 

menengah pertama; 

8) memantau dan mengevaluasi kelembagaan 

dan sarana prasarana sekolah menengah 

pertama; 

9) mendistribusikan dan memberi petunjuk 

kepada bawahan sesuai bidang tugas; 

10) menilai prestasi kerja bawahan sebagai 

bahan pembinaan dan pengembangan karir. 

 

6 Kepala Bidang Kebudayaan 

a. Tugas 

Bidang kebudayaan dipimpin oleh kepala bidang 

yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

perumusan, menyusun, mengoordinasikan, 

memonitoring, mengevaluasi dan pelaksanaan 
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kebijakan, memelihara situs cagar budaya, 

menyelenggarakan pengembangan dan pelestarian nilai 

budaya dan penyimpanan benda purbakala di museum, 

menanamkan nilai sejarah dan melaksanakan 

pelestarian nilai tradisi yang berkembang di Daerah dan 

melaksanakan pelestarian nilai seni yang berkembang di 

Daerah. 

b. Fungsi 

1) penyusunan kebijakan teknis bidang kebudayaan; 

2) penyelenggaraan program dan kegiatan bidang 

kebudayaan; 

3) pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, 

pengawasan program dan kegiatan kepala sekai 

dalam lingkup bidang kebudayaan; 

4) penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan 

kepala seksi dalam lingkup bidang kebudayaan. 

penyusunan rencana kegiatan seksi cagar budaya 

dan permuseuman; 

5) pelaksanaan kebijakan seksi cagar budaya dan 

permuseuman; 

6) penyiapan bahan koordinasi dengan instansi 

terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi 

cagar budaya dan permuseuman; 

7) pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi cagar 

budaya dan permuseuman 

8) penyusunan rencana kegiatan seksi sejarah dan 

tradisi: 

9) pelaksanaan kebijakan seksi sejarah dan tradisi; k. 

penyiapan bahan koordinasi dengan instansi 

terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi 

sejarah dan tradisi; 

10) pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi 

sejarah dan tradisi. 

11) penyusunan rencana kegiatan seksi kesenian; n. 

pelaksanaan kebijakan seksi kesenian; 

12) penyiapan bahan koordinasi dengan instansi 

terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi 

kesenian; dan 

13) pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi 

kesenian. 
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c. Tugas Pokok 

1) Menyusun bahanperumusan dan koordinasi 

pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar 

budaya, pengelolaan museum kabupaten, 

pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan 

komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan 

kesenian; 

2) Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan 

dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan 

museum kabupaten, pembinaan sejarah, 

pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan 

lembaga adat, dan pembinaan kesenian; 

3) Melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan 

kebudayaan yangmasyarakat pelakunya dalam 

daerah kabupaten; 

4) Melaksanakan penyusunan bahan pelestarian 

tradisi yang masyarakat penganutnya dalam 

daerah kabupaten; 

5) Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan 

komunitas dan lembaga adat yang masyarakat 

penganutnya dalam daerah kabupaten; 

6) Menyusun bahan pembinaan kesenian yang 

masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten; 

7) Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan 

sejarah lokal kabupaten; 

8) Melaksanakan penyusunan bahan penetapan cagar 

budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat 

kabupaten; 

9) Melaksanakan penyusunan bahan penerbitan izin 

membawa cagar budaya keluar kabupaten; 

10) Melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan 

museum kabupaten; 

11) Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi 

dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan 

museum kabupaten, pembinaan sejarah, 

pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan 

lembaga adat, dan pembinaan kesenian; 

12) Memantau dan mengevaluasi dibidang pengelolaan 

cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, 

pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan 

komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan 

kesenian; 
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13) Menilai prestasi kerja kepala seksi dilingkungan 

bidang pembinaan kebudayaan sebagai bahan 

pembinaan dan pengembangan karir; 

14) Menyusun laporan dibidang pengelolaan cagar 

budaya, pengelolaan museum kabupaten, 

pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan 

komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan 

kesenian; 

15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang 

diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

7 Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan 

a. Tugas 

Bidang pembinaan ketenagaan dipimpin oleh 

kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan bahan perumusan dan melaksanakan 

kebijakan dibidang pengembangan mutu dan profesi 

serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan 

pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah 

menengah pertama, dan pendidikan non formal 

b. Fungsi 

1) penyusunan kebijakan teknis bidang pembinaan 

ketenagaan; 

2) penyelenggaraan program pembinaan ketenagaan; 

dan kegiatan bidang 

3) pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, 

pengawasan program dan kegiatan kepala seksi 

dalam lingkup bidang pembinaan ketenagaan; 

4) penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan 

kepala seksi dalam lingkup bidang pembinaan 

ketenagaan. 

5) penyusunan rencana kegiatan seksi pendidik dan 

tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan non formal; 

6) pelaksanaan kebijakan sekai pendidik dan tenaga 

kependidikan pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan non formal; 

7) penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait 

dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi pendidik 

dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini 

dan pendidikan non formal; dan 
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8) pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi 

pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak 

usia dini dan pendidikan non formal; 

c. Tugas Pokok 

1) melaksanakan penyusunan bahan perumusan 

dibidang pembinaan pendidik dan tenaga 

kependidikan satuan pendidikan anak usia dini, 

sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan 

pendidikan non formal; 

2) melaksanakan kebijakan dibidang pembinaan 

pendidik dan tenaga kependidikan satuan 

pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah 

menengah pertama, dan pendidikan non formal; 

3) memberikan petunjuk teknis pelaksanaan dibidang 

pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan. 

pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah 

menengah pertama dan pendidikan non formal; 

4) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan 

pengembangan karir pendidik dan tenaga 

kependidikan satuan pendidikan anak usia dini, 

sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan 

pendidikan nonformal; 

5) melaksanakan dan menganalisis kebutuhan dan 

kelebihan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga 

kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah 

dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan 

non formal;  

6) menyusun database dibidang pembinaan pendidik 

dan tenaga kependidikan satuan pendidikan anak 

usia dini dan non formal, sekolah dasar serta 

sekolah menengah pertama: 

7) menyelenggarakan pelatihan untuk pengembangan 

kompetensi dan kualifikasi bagi tenaga pendidik 

dan tenaga kependidikan satuan pendidikan anak 

usia dini dan non formal, sekolah dasar dan sekolah 

menengah pertama; 

8) melaksanakan uji kompetensi tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan satuan pendidikan anak usia 

dini dan non formal, sekolah dasar dan sekolah 

menengah pertama: 

9) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dibidang pengembangan mutu dan profesi serta 
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pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan 

satuan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, 

sekolah menengah pertama, dan pendidikan non 

formal; 

10) memberikan saran dan pertimbangan teknis 

kepada atasan; 

11) menilai prestasi kerja kepala seksi di lingkungan 

bidang pembinaan ketenagaan sebagai bahan 

pembinaan dan pengembangan karir; 

12) menyusun laporan dibidang pembinaan pendidik 

dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia 

dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, 

dan pendidikan non formal; 

13) menyusun bahan perumusan kebijakan 

pembinaan. pendidik dan tenaga kependidikan 

satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan 

non formal; 

14) melaksanakan penyusunan bahan pemberian 

petunjuk 

15) teknis pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan. 

pendidik dan tenaga kependidikan satuan 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan non 

formal; 

16) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan 

pendidik dan tenaga kependidikan satuan 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan non 

formal; 

17) melaksanakan dan menganalisis kebutuhan dan 

kelebihan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga 

kependidikan satuan pendidikan anak usia dini 

dan pendidikan non formal; 

18) menyusun database dibidang pembinaan pendidik 

dan tenaga kependidikan satuan pendidikan anak 

usia dini dan non formal; 

19) menyelenggarakan pelatihan untuk pengembangan 

kompetensi dan kualifikasi bagi tenaga pendidik 

dan. tenaga kependidikan satuan pendidikan anak 

usia dini dan non formal; 

20) melaksanakan uji kompetensi tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan satuan pendidikan anak usia 

dini dan non formal; 
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21) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dibidang pengembangan mutu dan profesi serta 

pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan 

satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan 

non formal; 

22) mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada 

bawahan sesuai bidang tugas; 

23) menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan 

pembinaan dan pengembangan karir 

24) menyusun laporan dibidang pembinaan pendidik 

dan tenaga kependidikan satuan pendidikan anak 

usia dini dan pendidikan non formal; dan x. 

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang 

diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

7.1 Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan Dasar 

a. Tugas 

Seksi pendidik dan tenaga kependidikan 

pendidikan sekolah dasar dipimpin oleh kepala 

seksi yang mempunyai tugas melaksanakan 

pengembangan mutu dan profesi serta pembinaan 

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 

pendidikan sekolah dasar. 

b. Tugas Pokok 

1) menyusun bahan perumusan kebijakan 

pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan 

satuan pendidikan. sekolah dasar, 

2) melaksanakan penyusunan bahan pemberian 

petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan 

dibidang pembinaan. pendidik dan tenaga 

kependidikan satuan pendidikan sekolah 

dasar, 

3) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan 

pendidik dan tenaga kependidikan satuan 

pendidikan sekolah dasar: 

4) melaksanakan dan menganalisis kebutuhan 

dan kelebihan dibidang pembinaan pendidik 

dan tenaga. kependidikan satuan pendidikan 

sekolah dasar, 
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5) menyusun database dibidang pembinaan 

pendidik dan tenaga kependidikan satuan 

pendidikan sekolah dasar, 

6) menyelenggarakan pelatihan untuk 

pengembangan. kompetensi dan kualifikasi 

bagi tenaga pendidik dan 

7) tenaga kependidikan satuan pendidikan 

sekolah dasar; g melaksanakan uji kompetensi 

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 

satuan pendidikan sekolah dasar, 

8) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas dibidang pengembangan mutu dan 

profesi serta pembinaan pendidik dan tenaga 

kependidikan satuan pendidikan sekolah 

dasar, 

9) mendistribusikan dan memberi bawahan 

sesuai bidang tugas; petunjuk kepada 

bawahan sesuai bidang tugas 

10) menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan 

pembinaan. dan pengembangan karir; 

11) menyusun laporan dibidang pembinaan 

pendidik dan tenaga kependidikan satuan 

pendidikan sekolah dasar, dan 

12) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang 

diberikan oleh atasan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

7.2 Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Sekolah Menengah Pertama 

a. Tugas 

Seksi pendidik dan tenaga kependidikan 

pendidikan sekolah menengah pertama dipimpin 

oleh kepala seksi yang mempunyai tugas 

melaksanakan pengembangan mutu dan profesi 

serta pembinaan tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan pendidikan sekolah menegah 

pertama. 

b. Tugas Pokok 

1) menyusun bahan perumusan kebijakan 

pembinaan pendidik dan tenaga 

kependidikan satuan pendidikan sekolah 

menegah pertama; 
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2) melaksanakan penyusunan bahan 

pemberian petunjuk teknis pelaksanaan 

kebijakan dibidang pembinaan pendidik dan 

tenaga kependidikan pendidikan satuan 

sekolah menegah pertama; 

3) melaksanakan penyusunan bahan 

pembinaan pendidik dan tenaga 

kependidikan satuan pendidikan sekolah. 

menegah pertama; 

4) melaksanakan dan menganalisis kebutuhan 

dan kelebihan dibidang pembinaan pendidik 

dan tenaga kependidikan satuan pendidikan 

sekolah menegah pertama; 

5) menyusun database dibidang pembinaan 

pendidik dan tenaga kependidikan satuan 

pendidikan sekolah menegah pertama; 

6) menyelenggarakan pelatihan untuk 

pengembangan kompetensi dan kualifikasi 

bagi tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan satuan pendidikan sekolah 

menegah pertama; 

7) melaksanakan uji kompetensi tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan satuan 

pendidikan sekolah menegah pertama; 

8) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas dibidang pengembangan mutu dan 

profesi serta pembinaan pendidik dan tenaga 

kependidikan satuan pendidikan sekolah 

menegah pertama: 

9) mendistribusikan dan memberi petunjuk 

kepada bawahan sesuai bidang tugas; 

10) menilai prestasi kerja bawahan sebagai 

bahan pembinaan dan pengembangan karir, 
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11) menyusun laporan dibidang pembinaan 

pendidik dan tenaga kependidikan satuan 

pendidikan sekolah menegah pertama; dan 

12) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang 

diberikan oleh atasan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

Gambar I.1. 

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Wajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3 Sumber daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Sumber daya manusia pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Wajo terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN). Per tanggal         

31 Desember 2025, jumlah ASN tercatat sebanyak 183 orang dengan 

mencakup ASN yang bertugas sebagai pejabat struktural maupun 

fungsional, termasuk pengawas sekolah, penilik, pengembang 

teknologi pembelajaran, pamong belajar, pamong budaya, serta analis 

SDM aparatur dan pelaksana. 
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Dari jumlah tersebut, tercatat 43 pengawas sekolah  yang 

berperan dalam pembinaan, pemantauan, dan penilaian 

penyelenggaraan pendidikan formal sesuai amanat PermenPANRB 

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah 

dan Permendikbud Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah. Selanjutnya, terdapat 19 

penilik yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pendidikan 

nonformal dan informal sebagaimana diatur dalam PermenPANRB 

Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka 

Kreditnya serta Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar 

Penilik.  

Untuk mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan, 

terdapat 1 orang pengembang teknologi pembelajaran yang diatur 

dalam PermenPANRB Nomor 28 Tahun 2017 tentang Jabatan 

Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, yang kemudian 

diperkuat dengan Peraturan BKN Nomor 9 Tahun 2018 mengenai 

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional tersebut. 

Selain itu, terdapat 1 orang analis SDM aparatur yang diatur dalam 

PermenPANRB Nomor 37 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional 

Analis SDM Aparatur, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan 

BKN Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Pedoman Penyusunan 

Kebutuhan Jabatan Fungsional tersebut. Jabatan ini berperan dalam 

melakukan analisis beban kerja, menyusun perencanaan kebutuhan 

SDM aparatur, mendukung penataan formasi ASN, serta memberikan 

rekomendasi kebijakan SDM di lingkungan Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Wajo. Dalam urusan kebudayaan, terdapat 3 

orang Pamong Budaya  yang berperan dalam pembinaan, 

pemantauan, dan penilaian penyelenggaraan kebudayaan. 

Adapun UPTD SPNF SKB didukung oleh 7 orang ASN yang 

terdiri dari 2 pamong belajar, sesuai amanat Permendikbud Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Pamong Belajar, yang 

berperan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan Masyarakat. 
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Meskipun jumlah SDM tersebut telah memberikan dukungan 

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas, kondisi yang ada 

masih relatif terbatas dari sisi kuantitas, kualitas, dan kesesuaian 

kompetensi dengan kebutuhan jabatan. Masih terdapat kesenjangan 

antara kualifikasi pegawai dengan tuntutan program dan kegiatan 

strategis, khususnya dalam menghadapi transformasi digital, 

implementasi kurikulum, serta pelestarian kebudayaan. 

 

Tabel 1.4. 

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pengawas, Penilik 

dan Unit Pelaksana Teknis 

No. Lokasi Jumlah 

PNS 

Jumlah 

PPPK 

Jumlah 

PPPK PW 

1. Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan 

- Pejebat Eselon  

- JF Pengawas Sekolah  

- JF Penilik 

- JF Pamong Belajar 

- JF Pamong Budaya 

- JF Pengembang 

Teknologi Pembelajaran 

- JF Analis SDM Aparatur 

- Pelaksana 

 

 

18 

43 

19 

2 

3 

1 

 

1 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 Jumlah  120 3 60 

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, 31 Desember 2025 
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1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Tahun 2026 disusun dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang penyusunan 

perjanjian kinerja, landasan hukum, tujuan penyusunan perjanjian 

kinerja, gambaran umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 

struktur organisasi dan tata kerja, serta sistematika penulisan 

dokumen. 

 

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

Bab ini menjelaskan perencanaan strategis Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Tahun 2025–2029 yang meliputi tujuan, sasaran, 

strategi, kebijakan, serta arah kebijakan dalam pelaksanaan 

Perjanjian Kinerja Tahun 2026. 

 

BAB III PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan sebagai penegasan atas komitmen 

pelaksanaan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Tahun 2026. 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS 

Visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Strategis 

(Renstra) merupakan cerminan dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah terpilih yang menjadi arah utama pembangunan Kabupaten 

Wajo sekaligus gambaran kondisi ideal daerah di masa mendatang. Visi 

tersebut disusun untuk dicapai dalam periode perencanaan jangka 

menengah Tahun 2025–2029. Visi pembangunan Kabupaten Wajo 

adalah: “WAJO MARADEKA” (Maju, Religius, Bermartabat, Terdepan, 

dan Berkeadilan) 

Rumusan visi tersebut memuat lima pilar utama yang menjadi 

fondasi perencanaan pembangunan daerah, yaitu Maju, Religius, 

Bermartabat, Terdepan, dan Berkeadilan. Kelima pilar tersebut menjadi 

landasan dalam perumusan arah kebijakan, strategi, serta program 

pembangunan daerah yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan 

potensi Kabupaten Wajo. 

1. Maju 

Menggambarkan kondisi meningkatnya kualitas pembangunan dan 

taraf hidup masyarakat secara menyeluruh, yang mencakup 

peningkatan kesejahteraan, mutu sumber daya manusia, penguatan 

infrastruktur, serta terjaganya kelestarian lingkungan hidup secara 

berkelanjutan dengan dukungan tata kelola pemerintahan yang 

responsif dan melayani. 

2. Religius 

Menunjukkan terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis 

dalam bingkai kerukunan umat beragama, dengan penyelenggaraan 

pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai agama, norma, dan adat 

istiadat, sehingga tercipta tatanan sosial yang beretika dan 

berkeadilan. 
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3. Bermartabat 

Menggambarkan kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang 

dijalankan dengan integritas dan kedaulatan, sehingga mampu 

menjamin kehidupan masyarakat yang sejahtera, tenteram, dan 

berkeadaban. 

4. Terdepan 

Menunjukkan tekad Kabupaten Wajo untuk menjadi daerah yang 

unggul dan kompetitif melalui optimalisasi potensi lokal agar mampu 

bersaing di tingkat regional maupun nasional. 

5. Berkeadilan 

Mencerminkan pemerataan hasil pembangunan berbasis wilayah 

dan sumber daya lokal dengan menjunjung tinggi prinsip No One Left 

Behind, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati hasil 

pembangunan tanpa diskriminasi. 

 

Sebagai wujud dukungan terhadap reformasi birokrasi yang efektif 

dan berkelanjutan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo 

berperan strategis dalam memperkuat akuntabilitas kinerja pendidikan 

dan pengelolaan anggaran pendidikan daerah. Penguatan akuntabilitas 

tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan 

sekaligus membangun tata kelola pendidikan yang transparan, 

responsif, dan berorientasi pada peningkatan hasil belajar peserta didik. 

Sejalan dengan arah pembangunan daerah, Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan 

yang dirancang secara terukur, realistis, dan adaptif terhadap tantangan 

sektoral. Perumusan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan 

program dan kebijakan selama periode perencanaan Tahun 2025–2029. 

Misi pembangunan daerah merupakan pernyataan umum 

mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi 

pembangunan. Adapun rumusan Misi RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 

2025–2029 adalah sebagai berikut: 

1. Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui 

pembangunan ekonomi yang inklusif. 
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2. Membangun sistem dan budaya birokrasi yang profesional dan 

modern dengan pelayanan publik yang mudah, terjangkau, cepat, 

dan tepat. 

3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan 

berkarakter. 

4. Mewujudkan keadilan ekologis untuk keberlanjutan pembangunan 

bagi generasi mendatang. 

 

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

a. Tujuan Perangkat Daerah 

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi 

pembangunan Kabupaten Wajo Tahun 2025–2029, Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo menetapkan 

tujuan strategis yang menjadi dasar penyusunan Rencana 

Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Tujuan Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Wajo adalah:  

“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan 

pendidikan serta pelestarian dan pemajuan nilai budaya 

daerah guna mewujudkan sumber daya manusia yang 

cerdas, berkarakter, dan berdaya saing secara 

berkelanjutan.” 

b. Sasaran Perangkat Daerah 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Wajo menetapkan sasaran 

strategis sebagai berikut: 

1. Meningkatnya tata kelola perangkat daerah dan pelayanan 

publik yang efektif, efisien, dan akuntabel. 

2. Meningkatnya kualitas masyarakat yang cerdas dan 

berkarakter melalui pemerataan dan peningkatan mutu 

pendidikan. 

3. Meningkatnya pemahaman dan aktualisasi nilai-nilai 

kebudayaan di tengah masyarakat. 



 

47 

 

Selain mendukung pelaksanaan Rencana Strategis, Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo juga mengampu 

pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikator 

prioritas pemenuhan SPM bidang pendidikan meliputi Angka 

Partisipasi Sekolah, kompetensi literasi dan numerasi, mutu 

satuan pendidikan, serta iklim keamanan, kebhinekaan, dan 

inklusivitas satuan pendidikan. 

 

 

2.2 PERJANJIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

TAHUN 2026 

 

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Wajo Tahun 2026 merupakan dokumen penugasan kinerja yang memuat 

komitmen pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja, dan target 

kinerja perangkat daerah dalam satu tahun anggaran. 

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Wajo menetapkan program, kegiatan, dan 

subkegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran dengan total pagu 

sebesar  Rp. 296.440.981.986,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam 

Miliar Empat Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan 

Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah). 

Rincian sasaran strategis, indikator kinerja, target, program, 

kegiatan, subkegiatan, serta dukungan anggaran dimuat dalam 

Lampiran Perjanjian Kinerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari dokumen ini. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo sebagai salah satu 

perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo, sesuai dengan 

amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata 

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban 

menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud komitmen formal dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil. 

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo 

Tahun 2026 merupakan dokumen yang memuat sasaran strategis, indikator 

kinerja, serta target kinerja yang akan dicapai dalam pelaksanaan program 

dan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan perangkat 

daerah, dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Perjanjian 

Kinerja ini tidak hanya berfokus pada capaian kinerja tahunan, tetapi juga 

memperhatikan kesinambungan kinerja (outcome) yang dihasilkan dari 

pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga terbangun 

kesinambungan dan keberlanjutan kinerja dari waktu ke waktu. 

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 bertujuan untuk 

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo. Selain itu, Perjanjian 

Kinerja menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan 

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta menjadi dasar dalam 

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap pelaksanaan 

program dan kegiatan. Perjanjian Kinerja juga berfungsi sebagai instrumen 

pengendalian manajemen kinerja dan dasar dalam pemberian penghargaan 

maupun sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pengukuran pencapaian Perjanjian Kinerja dilakukan melalui 

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan 
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dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2026 sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja perangkat daerah. Melalui 

penyusunan dan evaluasi LKjIP tersebut, diharapkan dapat diperoleh 

gambaran yang objektif mengenai tingkat pencapaian kinerja, sekaligus 

menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan urusan 

pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Wajo. 

Dengan ditetapkannya Perjanjian Kinerja Tahun 2026 ini, Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo berkomitmen untuk 

melaksanakan seluruh program dan kegiatan secara efektif, efisien, dan 

bertanggung jawab, guna mendukung terwujudnya visi pembangunan 

Kabupaten Wajo Tahun 2025–2029 serta peningkatan kualitas pelayanan 

pendidikan dan kebudayaan kepada masyarakat. 

 

Sengkang, 5 Januari 2026 

Kepala Dinas, 
 

 
 
Drs. H. ALAMSYAH, M.Si. 

Pangkat : Pembina Utama Muda 
NIP. 197112261992031006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 

 

 



 

51 

 

 



 

52 

 

 



 

53 

 

 



 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 

 

 

 

 



 

56 

 

 



 

57 

 

 



 

58 

 

 

 

 



 

59 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 

 

 

 



 

62 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 

 

 



 

 
 

 


